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PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komp Perkantoran Tg Agung Desn Sel Mempurs
Kecamalan Mempura Kabupaten Sk Provins s
Telepon (0764) BOOVO3S Faks (0764 BUO1OAS
Website dpmplsp siakkab go id

KEFUTUSAN {5FALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 19/DPMPTSP-ILK/KPTSE/2017

TENTANG

1210 LINGKUNGAN KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL
TOWER TELEKCOMUN'KASI - KODE AREA 581 382 SELUAS 1.900 M2 DI KAMPTING

SUNGAI LIMAU KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
OLEH PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI

KED L A DINAS "ZNANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FINTY
KABUPATEN GIAIL,

Menir: _z-.2 L oebhvea berdasarkan pasal ooavat (1) Peraturan Pemerintah Republik
5 I
mdonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Linghkungan, seonp
saha dan/atau kegiatar wayb mermiliki (zin iangkungin;

0. pahwa Kegiatan Rencani. Pembangunan dan Operasionai Tower
Telekomunikasi - Kode Area SSI 382 di Kampung Sungal Liman
Kccamatan Pusalio  Kabupaten Siak, Provinsi Riau  oleh
T. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI merupakan kegiatan yang
wejib memiliki Izin Lingkungan;

bahwa berdasarkan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan

_ingkungen dan Upava Pemantauan Lingkungar (UkL-UPL)
Kegiatan Rencana Pembargunan  dan Cperasional  Tower
Telekomunikasi - Kode Area SSI 382 seluas 1,900 M2 di Kampung
Sungai Limenu Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, Provinsi Riau
| Nomor 660/DPMPTSF, UKL-UPL/ 15/2017 tanggal 29 Nopember
| 2017;
| ' d. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuc huruf a,

~uruf b, dan huruf ¢, perlu ditetapkan Izin Lingkungan dengan
{eputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu FPintu Kabupaten Siak;

Ladang-Undang Nomo. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Cava Alam Hayati dan EkKosistemnya (Le mbaran Negara Tahun
1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 5419);

Meng 2z

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupatern Karimun, Kabupaten Matun.,
Kabuparen Kuantan Singing: Jan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

kali dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008
53 Tahun

N

beberapa
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor :
1996 (entang Pembentukan  Rabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karnmun, Kabupaten Natuna halbupaten Kuantan Singing! dan
Keta Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Republik Inde esia

Nomor 4880);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
_embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67
a1 saban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 24),

ndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

pTap e

“ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Unaang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
pengelolaan  Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
‘ndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Repub!’k Indonesia Nomor 5039 );

Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Seraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik *
~doaesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan rLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)

7 Jndang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lonbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambrhan Lermbaran Negara Pepublik Indenesia Nomor 5587)
scbagaimana telal. diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Uncdang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Lemparan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Deraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Permbagian
Urusan Pemerintahan Antara Peinerintah, Pemerintahan Daeran
Provinsi dan Pemeriatahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Necara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
_embaran Negaia Rcpublik Indonesia Nomor 4737).

®

Peraturan  Pemeiiaiwls Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 28. Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3283}.

¢

(). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 rentang Pedeman Penyusunan Dokumen  Lingkungan Hidup
‘3erita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 20i2
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajb
\emiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Perita
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408),

-

Negera

oeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013
entang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen

Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

....
o

i 3 weputusan Menter: Negar: Lingkungan Hidup Nomer 05 Tahun
JH08 tentang Tata Kerja Komisi Penilas Analisis Mengenat
_ngkungen Hidup:

|
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L9 Peraturan Dacrah Babupaten Siale bvopor 8 Galig il
Pembentukan dan Susunan Peranghkal Dacials bl

(Lembaran Dacrah kabupaten Sk Tahp 20006 o

S b eraturan Bupatl Stak Nomaor L o Tahug 2007 1epbang |
Schaglan hewenangan Penandalanganapn Naskalr Pericaian |
hepala Dinas Penanaman Maodal dan Pelayvanan 1oy
Fintu kabupawten Siak (Berita Dacraly Kabppalen Sial Talboaug 4]
Notior 1)

MEMUTUSKAN:

Menetepkan = KEPUTUSAN KEPALA DINAS CENANAMAN — MORAL 1Al
PELAYANAN YERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TENT Al
1ZIN LINGKUNGAN KEGIATAN RENCANA FEMBANGUNAN AN
OPERASIONAL TOWER TELEKOMUNIKASI - KODE AlKEA BBl $kd
CELJAS 1,900 M2 N KAMPUNG SUNGAI (IMAL KECAMATAN
PUSAKC KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU Gl ¥
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI.

KESATU [zin ~nghungan diberikan kepada ¢
I. Nama Perusahaan COPT. DAYAMITRA TIELERCMUNTEAR
2. Penanggung Jawab .. Yacob Tambunan
3. Bidang Usaha - Kegatan Rencana Pembangunan dah

Operasional  Tower  Telekomumkas
Kacde Area 88| 38:

4. Alameat Kantor . Gedung Graha Pratama 1. 5 .1 M1
Haryono kKav. 18 Tehel labiniia

Selatan

5. Lokasi Kegiatan - Kampung Sungal  Limad  Becamalan
Pusako Kabupaten Siak . Frovine: Kiau
6. Deskripsl Kegiatan hegiatan Rencana Pembeoginah dan
Operasional Towe Felekamunilkan
Kode Area 881 382 seluas | 800 M2 d
Kampung  Sungal  Lumau  Becainalan
Pusako Kabupaten Siak, Proviisl Kaug
olen PT LDAYAMITHA
TELEKOMUNIKASI
KEDU - Ruang angkup keglatan dalam lzin Lingkungan sehagatinana teseli
pade Diktum KESATU mencakup kegiatan yang eicanivim dhalan

Pengelolaan Lingkungan dan Uy a
UPL) Keglatan Rencatia Peimbangiina
Fode Area 581 it seluas
ls.ulnlgmlt.u

Rekomendasi Dokamen Upaya
Permantatan Lingkungan (UKL
dan Operasional Tower Telekomunikasi
1.000 M2 di Kampung Sungai Limau Kecamalan Pusako
Siak, Provinsi Riau oleh PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKAS

Pl JAYAMITRA TELERKGMUNIKASI tlalain i lakksanakan

kegiatannva harus memenulit persyaratan me ik

L izin perlindungan dan  pengs lolaan  hinghkungan
ahapan  konstruksr  dan aperast vaitu  fan ey iipanat

sementara hmbah bahan berbahaya dan beracun,; dan

Pitage wniuib

- B —————————
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2 Izin usaha dan/atau izin lainnva yang terkait dengan kegiatan

Asahanya
KEEMP AT : PT DAYAMITRA TELEROMUNIKASI dalam melaksanakan
kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai bernkut:
a. mclakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL-UPL) meliputi persyaratan standar, dan baku
mutu lingkungan dan/atau kriteria kerusakan lingkungan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini;

b. menvampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan matrik Dokumen

Jpava Pengelolaan Lingkungan dan Upaye Pernantauan

_ingkungen (UKL-UPL), setiap 6 (enam) bulan sckali sejak

~eputusan ini ditetapkan;

melakukan koordinasi dengan instansi leknis di Kabupaten

‘nanpun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;

' mengupavakan oprinsip prevention, reduction dan 2R (recycle,
-euse dan recovery) terhadap limbah limbah yang dihasilkan;

e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan
dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang
memiliki izin sesuai peraturan perundangan;

f  menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan

limbah;

meiakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah,

masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan,dan

h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan linggungan

vang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut;

vajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan

apahila nsaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berubah.

@]

~

KELIM = - PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI menyampaikan laporan
pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana terscbut pada
Diktum KETIGA dan KEEMPAT, setelah pelaksanaan kegiaian
kepadia
a. Mer .eri Negara Lingkungan Hidup;

xepala Pusat Pengelolaan Elioregion Sumatera;

D

c. Gubernur Riau;

d. Bupati Siak;

e. Xepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak; dan

f. wepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2intu Kabupaten Siak.

KEENAM . Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak
Ezim lingkungan hidup di luar dari dampak vang dikelola sebagaimana
""W“E tercantum pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
"'J.:‘:‘%?ﬂ,’; Pernantavan Lingkungan (UKL-UPL), wajib melaporkan kepada
E‘f’a& nstansi terkait sebagaimana tersebut pada Diktum KELIMA paling

lama | = 2% jam.

Scanned by CamScanner



KETUJUH Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Sata Pintu Kabupaten Siak im berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan

lian har tenah pelangegaran terhadap kewajiban dan
diatur dalam peraturan perundang-undangan
naka lzin Lingkungan van: hterbitkan batal atau

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 05 Desember 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

\'\ .
WH'& Utama Muda (IV/c¢)

NIP. 19710715 199803 1 006
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